RISALAH

RAPAT PARIPURNATERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Rabu

Tanggal 31 Juli2019

Pukul : 10.20s/d 11.30 Wib

Tempat . Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan

Acara : | Persetujuan Bersama Atas Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten BintanTentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.

Il. Pengesahan Ranperda Kabupaten Bintan Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun ini 2015 Tentang Pemilihan
Kepala Desa.

lll. Penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019.

Anggota Yang Hadir
H. Nesar Ahmad, S.IP

H. Tri Jono, S.Kom, MM
Agus Wibowo

Daeng M. Yatir, SH

Hj. Fiven Sumanti, S.IP
Hesti Gustrian, S.ST
Zulfaefi, SE

Hj. Siti Maryani, S.Kom
Muttaqin

Agustinus Purba, ST

. Hasriawady, S.IP

H. Lamen Sarihi, SH, MH
. Zulkifli, S.Pd

. Eddy Tiawarman, SP

. Azman, SE

. Umar Ali Rangkuti, A Md
Bani Suparti, A Md

. Suardi, S.Sos

. Harbaiyah

. H. Amran, S.IP

. Sahak

. Drs. Muhammad Zuhdi

. Drg. Raja Miskal
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Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris - Drs. Muhammad Hendri, MM
Turut Hadir . 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
3. Asisten | Setda Kabupaten Bintan
4. Kepala OPD Kabupaten Bintan
5. Eselon II, 11l dan IV di Pemerintah Kabupaten Bintan
6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan. Rabu, 31 Juli 2019 dimulai. Pembukaan
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP/ Pimpinan Rapat :
Bismillahirrahmannirrahim.  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya mulai izinkan saya menyampaikan sebait pantun.

Dari Mantang Menuju Ke Air Glubi

Singgah Sebentar di Teluk Sekuni

Selamat datang Bertemu Kembali

Diruang Paripurna, Pada Pagi Hari Ini

Pergi Mencari Si Buah Delima

Mencarinya Hingga Pergi Ke Pekan
Pengesahan Ranperda Dan Penandatanganan
Nota Dilakukan Bersama

Tujuan Utama Membangun Bentan Sejahtera

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati
Bintan. Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintan. Yang terhormat saudara Unsur
Pimpinan dan segenap Anggota DPRD, Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon
II, IIl dan IV dijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan. Yang terhomat saudara para
Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintan. Yang terhormat saudara Pimpinan
BUMN, BUMD dan Swasta Lainnya. Yang terhormat saudara rekan-rekan Wartawan.
Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama dan yang utama marilah kita memanjatkan puji syukur
kehadiratAllah SWT karena berkatlimpahanrahmat dan karunia-Nya pada siang yang
berbahagia ini, kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, dapat berkumpul dan hadir
diruangan sidang Paripurna ini, dalam rangka mengikuti rapat Paripurna
DPRDKabupaten Bintan dengan acara :

1. Laporan Pansus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan2019-2039.

b. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Kepala Desa.




2. Persetujuan bersama atas pembahasan rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan
Tahun 2019-2039,

3. Pengesahan rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa menjadi Perda Kabupaten Bintan,

4. Penyampaian hasil laporan Badan Anggaran terhadap kebijakan umum
anggaran & prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran
2019.

5. Penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama kebijakan umum
anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun
anggaran 2019, dan penyerahannya dari pimpinan kepada Bupati Bintan.

6. Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap kebijakan umum
anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun
anggaran 2019

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya
memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini.

Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan.

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 pasal
128 ayat 1 point b dikatakan rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah
memenuhi quorum jika dihadirioleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah Anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan
dengan perincian hadir 23 orang, karena Paripurna kita hari ini bukan membuat
keputusan sehingga tidak perlu quorum rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
dapat kita lanjutkan pada hari ini.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu tanggal 31 Juli 2019 saya nyatakan dibuka
dengan resmi dan terbuka untuk umum.

.......................

Bupati dan hadirin sidang Paripurna yang kami muliakan.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh banmus, maka pada kesempatan ini
kita telah melaksanakan persetujuan bersama terkait Ranperda rencana tata ruang
wilayah Kabupaten Bintan 2019 - 2039, kemudian pengesahan 1 ranperda menjadi
Perda Kabupaten Bintan yaitu, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan dilanjutkan dengan penyampaian hasil laporan
banggar dan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama kebijakan

;;num anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran
19.



Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas
plafon anggaran sementara perubahan ini berpedoman kepada prioritas dan sasaran
pembangunan yaitu rencana dan program kegiatan prioritas pembangunan di Daerah.

Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran & prioritas plafon anggaran
sementara perubahan tahun anggaran 2019, dilaksanakan bersama oleh tim badan
anggaran DPRD Kabupaten Bintan bersama TAPD.

Dan pada hari ini tanggal 31 juli 2019, KUA dan PPAS perubahan tahun
anggaran 2019 masing-masing akan disepakati dan ditandatangani bersama didalam
sebuah nota kesepakatan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan
DPRD dalam waktu bersamaan .

Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya, dari tim badan
anggaran DPRD Kabupaten Bintan bersama TAPD atas pembahasannya terhadap
kebijakan umum anggaran & prioritas plafon anggaran sementara perubahan tahun
anggaran 2019.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan panitia khusus, ranperda rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Bintan 2019 - 2039.
Kepada juru Bicara Pansus disilahkan.

LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN BINTAN
TERHADAP RANPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 - 2039
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
RABU, 31 JULI 2019

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan
Yth. Saudara Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Wakil Bupati Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bintan

Yth. Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bintan

Yth. Rekan -rekan Wartawan media cetak dan elektronik serta para undangan yang
berbahagia.



Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah
SWT - Tuhan Yang Maha Fsa atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah
diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga
kita dapat bertemu pada rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian laporan
Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten
Bintan tahun 2019 - 2039. Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Ranperda RTRW
Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 telah selesai di bahas oleh Panitia Khusus DPRD

Kabupaten Bintan bersama Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarga dan sahabat - sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir

zaman.

Hadirin yang kami hormati,

ljinkanlah pada kesempatan ini, kami dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten
Bintan menyampaikan laporan kegiatan Panitia KhususterhadapRanperda RTRW
Kabupaten Bintan tahun 2019 - 2039 yang berlangsung sejak tanggal 13 Desember
2018 s/d 30 Juli 2019.

Dalam kesempatan ini, sayaakan memperkenalkanAnggota DPRD
KabupatenBintan yang tergabungdalam Panitia KhususRTRW Kabupaten Bintan
Tahun 2019 - 2039 adalah:

Ketua : Bpk.Daeng Muhammad Yatir, SH
Wakilketua :Bpk.Umar Ali Rangkuti, A.Md
Sekretaris  : Bpk.Hasriawady, S.IP
Anggota  :-Bpk. H. Nesar Ahmad, S.IP

- Bpk. Agus Wibowo

- Bpk. H. Tri Jono, S.Kom, MM

- Ibu Hesti Gustrian, 5.ST

- Bpk. Muttagin

- Bpk. Helmy, SH

- Bpk. Andreas Salim



BAGIAN 1

PENDAHULUAN

Salah satu alasan yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah adalah implikasi
perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi
desentralisasi. Peraturan Daerah disusun karena adanya perubahan peraturan Per
Undang - Undangan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan yang
disesuaikan dengan karakter daerah. Oleh sebab itu, KabupatenBintansebagai daerah
otonom diberi kewenangan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya adalah
denganmembuat Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 -
2039.

Pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 adalah untuk
menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten,
serta dinamika internal di Kabupaten Bintan, maka perlu dilakukan peninjauan
kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011
_ 2031, Berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam pelaksanaan
penataan ruang wilayah, pemanfaatan ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah.

BAGIAN II

TUJUAN PEMBAHASAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. TUJUAN PEMBAHASAN

Mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bintan
Tahun 2019 - 203%untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai

Peraturan Daerah.
B. MEKANISME PEMBAHASAN
Pembahasan dilakukan dengan mekanisme :

1. Rapat Internal PanitiaKhususDPRD Kabupaten Bintan

2. Penyamaan persepsi antara Anggota PanitiaKhususdan Tim Pemerintah
Daerah tentang landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadapRanperda
tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039.



3. Pembahasan substansi Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun
2019 - 203%ersama BAPELITBANG Kabupaten Bintan, Dinas PUPR
Kabupaten Bintan, DPM PTSP Kabupaten Bintan dan Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bintan

4 Penyampaian Pandangan Fraksi - Fraksipada Rapat PanitiaKhusus

5. Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Ranperda Tentang RTRW
Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039

6. Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna.

BAGIAN III
HASIL PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan ketentuanUndang - Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang maka telah dilakukan pembahasan di tingkat Pansus
terhadap Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039. Dalam
Ranperda tersebut, dibahas beberapa hal antara lain :

Lingkup wilayah perencanaan
Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten
Rencana pola ruang wilayah kabupaten
Penetapan kawasan strategis kabupaten
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat
Kelembagaan
10. Penyelesaian sengketa
11. Penyidikan
12. Ketentuan pidana
13. Ketentuan peralihan

Dari hasil rapat internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan maupun
bersama Tim Eksekutif Pemerintah Daerah, dapat disampaikan beberapaperubahan
seperti perbaikan penulisan, penambahan maupun penghapusan materi yang terdapat
dalam ranperda tersebut, maka Panitia Khusus beserta Tim Eksekutif Pemerintah
Daerah telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Ranperda tentang
RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039. Adapun perubahan-perubahan pada
Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039setelah dilakukan
pembahasan dapat dilihat pada lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan ini.
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BAGIAN IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Untuk melaksanakan ketentuanUndang - Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang
RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan rekomendasi dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bintan
terhadap Ranperda Tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039, maka
semua Fraksi DPRD Kabupaten Bintan menerima dan menyetujui Ranperda
tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Bintan.

Semua rekomendasi Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Bintan terhadap
Ranperda tentang RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2019 - 2039 terlampir.

BAGIANV
PENUTUP

Demikian laporan ini kami sampaikan dihadapan Rapat Paripurna yang
terhormatini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan pada kami. Dan
terima kasih kepada Tim Eksekutif Pemerintah Daerah atas kerjasamanya selama ini.
Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Protokol :

Penyampaian hasil laporan panitia khusus, ranperda perubahan atas Perda
nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.

Kepada juru Bicara Pansus disilahkan.
Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan terhadap rancangan peraturan

daerah perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 Tahun 2015
tentang tata cara pemilihan kepala desa. Tanggal 31 Juli 2019.



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan

Yth. Sekretaris daerah Kabupaten Bintan

Yth. Ka. Dinas/Badan/Kantor & Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bintan

Yth. Para camat/kepala desa/lurah Se Kabupaten Bintan

Yth. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang
berbahagia.

Puji dan syukur kepada ALLAH SWT, tuhan yang maha esa yang telah
memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat
bertemu pada rapat paripurna dewan dalam rangka penyampaian laporan
panitia khusus, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang, perubahan
atas peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara
pemilihan kepala desa, tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan
kepada Nabi Muhammad SAW.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami untuk
menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dewan, yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil
pembahasan panitia khusus DPRD Kabupaten Bintan, tidak lupa juga ucapan
terima kasih kami sampaikan kepada segenap anggota panitia khusus DPRD
serta pihak tim eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, yang telah
bekerja sama secara maksimal, berlangsung sejak tanggal 30 april 2019 s.d 02 juli
2019, sehingga pansus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat
waktu.

Berdasarkan surat keputusan dprd kabupaten bintan telah di bentuk panitia
khusus dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bintan dengan keanggotaan
sebagai berikut :

1. Hesti Gustrian, S.ST sebagai ketua

2. Hasriawady, S.IP sebagai wakil ketua
3. Azman, SE sebagai sekretaris
4 H.Nesar Ahmad, S.IP sebagai anggota

5. H. Tri Jono, $.Kom, MM sebagai anggota

6. Daeng M.Yatir, sh sebagai anggota

7. Muttaqin sebagai anggota

8. Drs. Muhammad Zuhdi sebagai anggota

9. Agustinus Purba, ST sebagai anggota
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Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang
pemilihan kepala desa terdapat beberapa uraian terhadap kewenangan bupati untuk
mengambil kebijakan serta membuat keputusan dalam mekanisme pelaksanaan
penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan
letak dan kondisi geografis di wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala desa
tersebut.

Putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 128/puu-xiii/2015,
tanggal 2 agustus 2016 membuka peluang bagi setiap warga negara indonesia untuk
dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa di desa manapun, karena calon kepala
Desa tidak harus terdaftar dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1
(satu) tahun sebelum pendaftaran. Dengan adanya putusan mahkamah konstitusi
tersebut, maka sangat membuka peluang kepada setiap warga negara republik
indonesia untuk dapat kesempatan dan hak yang sama dalam mencalonkan diri
sebagai kepala desa di desa manapun yang tidak menutup kemungkinan bahwa calon
kepala desa terpilih bisa berasal dari luar desa yang akan melaksanakan pemilihan
kepala desa. Hal ini merupakan bentuk hak konstitusional setiap warga negara yang
terdapat pada undang-undang dasar 1945.

Dengan perubahan peraturan daerah inidiharapkan dapat memberi
kesempatan bagi setiap warga negara atau individu yang ingin berperan aktif dalam
membangun dan memajukan suatu desa sesuai dengan program pemerintah daerah
guna terselenggaranya pemerintah desa yang berdaya guna dan berhasil guna dalam
pembangunan dan perkembangan desa juga pembangunan didaerah.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati.

dalam mengkaji rancangan peraturan daerahpanitia khusus juga
melaksanakan konsultasi, studi banding serta melaksanakan rapat bersama beberapa

kecamatan dan desa.

dalam pembahasan terdapat perubahan yang secara umum, sesuai dengan
permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, antara lain :

1. Pada pasal 2la yang berbunyi bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar tetap
wajib menunjukan surat undangan dan kartu tanda penduduk elektronik sesuai
dengan domisili tempat pelaksanaan pemilihan kepala desa berlangsung pada
saat pendaftaran pelaksanaan pemungutan suara.

2. Pasal 21b yang berbunyi mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

3. Pasal 22 ketentuannya huruf g dihapus.



4. Pada pasal 22 terdapat penambahan pada huruf p yang berbunyi bagi calon
kepala desa yang bukan penduduk setempat wajib mendapatkan dukungan
masyarakat setempat paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah
daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik
dari pemilih dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai rp. 6.000.

5. Pada pasal 22 terdapat penambahan pada huruf q yang berbunyi surat keterangan
bebas narkoba yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.

6. Pada pasal 22 terdapat penambahan pada huruf r yang berbunyi calon kades
incumben wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa
jabatan.

7. Pada pasal 42 ayat (3) diubah yang berbunyi ketentuan lebih lanjut pelaksanaan
penetapan calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari
1 (satu) orang diatur dalam peraturan bupati.

8. adapun keseluruhan dari perbaikan pasal demi pasal pada ranperda ini telah
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam, maka kami
tim pansus berpendapat bahwa raperda tersebut dapat ditetapkan sebagai peraturan
daerah kabupaten bintan.

Rapat paripurna, hadirin yang kami hormati.

Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, maka kami dapat simpulkan
semua fraksi dapat menerima dan menyetujui ranperda tentang perubahan atas
peraturan daerah kabupaten bintan nomor 1 tahun 2015 tentang ata cara pemilihan
kepala desa kabupaten bintan untuk disyahkan menjadi peraturan derah. Adapun
catatan atau masukan dari fraksi merupakan satu kesatuan dari laporan ini.

(lembaran pandangan akhir terlampir).

demikian laporan hasil kerja panitia khusus dprd kabupaten bintan ini kami
sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, semoga

rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi
pemerintah dan masyarakat kabupaten bintan pada umumnya,

Wabillahitaufik walhidayah

Wassalamualaikum wr. Wb.



Protokol :

Persetujuan dan pengesahan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan
daerah.

H. Nesar Ahmad, 5.1P / Pimpinan Rapat :

Setelah bersama-sama kita mendengarkan hasil laporan masing - masing panitia
khusus terhadap dua rancangan peraturan daerah maka pada prinsipnya
menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah tersebut untuk
di tetapkan. Namun demikian kami akan tanyakan juga, kepada seluruh anggota
DPRD bintan yang terhormat, apakah Laporan Pansus mengenai hasil
pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan
2019-2039 dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan Kepala Desa. Untuk disahkan menjadi peraturan daerah, dan dapat
kita setujui menjadi peraturan daerah ?...

rapat dewan : ( setujuuuuu )

=========== paly diketok 1 ( satu )kali ===========

Pimpinan

Alhamdulillah baru saja kita setujui peraturan daerah Ranperda tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2019-2039 dan Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Semoga
dengan adanya peraturan daerah di tahun anggaran 2019 ini, kita harapkan kedepan
dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat di kabupaten bintan ini, dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama , terimakasih

Protokol :

Penyampaian laporan hasil Badan Anggaran terhadap KUA dan PPAS Perubahan
Tahun 2019.



H, Muhammad Hendri, MM / Sekretaris DPRD ;

Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bintan

Terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD 2019
Disampaikan pada rapat paripurna

Tanggal 31 juli 2019

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum wr. Wb,

Yth. Pimpinan dan anggota dprd kabupaten bintan

Yth. Saudara bupati dan wakil bupati bintan

Yth. Sekretaris daerah kabupaten bintan

Yth. Ka dinas/ badan/ kantor & unit kerja di lingkungan
pemerintah daerah kabupaten bintan

Yth. Para camat/kepala desa/lurah se kab. Bintan dan

Yth. Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang
berbahagia.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-
nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna DPRD,
dalam keadaan sehat wal’afiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat dan salam
semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para
sahabat dan umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat
yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Bintan, kami ucapkan terima kasih kepada segenap
pimpinan dan anggota badan anggaran beserta tim anggaran pemerintah daerah
Kabupaten Bintan yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efesiensi dan
efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan
memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut
sampai dengan ditandatanganinya nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS perubahan
APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 pada hari ini.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,




14

Kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019 merupakan dasar
dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2019, dengan menekankan pada anggaran berbasis kinerja,
setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus berkaitan dengan tingkat pelayanan atau
hasil yang dicapai, tentunya juga dalam pembahasan KUA- PPAS perubahan APBD
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 ini diselaraskan dengan rencana jangka
menengah daerah (RPJMD), visi misi pemerintah daerah, hasil reses maupun pokok-
pokok pikiran DPRD Kabupaten Bintan.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun
pemerintah daerah, serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran yang
harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perubahan kebijakan
umum APBD tahun anggaran bersangkutan.

Adapun perubahan yang akan disesuaikan diantaranya perubahan asumsi
dasar kebijakan umum APBD, penyesuaian perhitungan pendapatan asli daerah,
penyesuaian gaji pns, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan perangkat
daerah dan kegiatan yang dipandang urgent, efesiensi anggaran serta penyesuaian
dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Secara garis besar perubahan kebijakan umum dan perubahan prioritas plafon
anggaran sementara APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan
sebagai berikut :

A.Pendapatan

Pendapatan daerah pada apbd perubahan tahun anggaran 2019 didasari atas
sejumlah asumsi yaitu dari target pada apbd murni 2019 sebesar Rp
1,207,710,729,085,- (1 triliun 207 miliar 710 juta 729 ribu 85 rupiah) menjadi Rp
1,233,909,648,751.38 (1 triliun 233 miliar 909 juta 648 ribu 751 rupiah 38 rupiah) atau
bertambah sebesar Rp. 26,198,919,646,39 (26 miliar 198 juta 919 ribu 646 rupiah 39
rupiah), kenaikan ini disebabkan oleh :

1. Pendapatan asli daerah pada APBD murni tahun 2019 sebesar Rp.
242,002,180,085 (242 miliar 002 juta 180 ribu 085 rupiah) menjadi sebesar Rp.
256,744,718,840- (256 miliar 744 jula 718 ribu 840 rupiah) atau bertambah sebesar
6, 91 persen, kenaikan pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak daerah,
yang bertambah sebesar  Rp. 8,901,220,000,- (8 miliar 901 juta 220 ribu rupiah),
retribusi daerah bertambah sebesar rp. 1,643,200,000,- (1 miliar 643 juta 200 ribu
rupiah).



Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan berkurang sebesar Rp
3,658,122,466,- (3 miliar 658 juta 122 ribu 466 rupiah), lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah bertambah sebesar Rp.7,856,241,221 (7 miliar 856 juta 241 ribu
221 rupiah).

2 Dana perimbangan tetap atau tidak mengalami perubahan sebesar
Rp.815,750,402,000 (815 miliar 750 juta 402 ribu rupiah).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp.
11,456,380,911,38 (11 miliar 456 juta 380 ribu 911 rupiah 38 sen) dibandingkan
dengan APBD murni tahun 2019 sebesar Rp. 149,958,147,000 (149 miliar 958 juta
147 ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 161.414.527.911,38 (161 miliar 414 juta 527 ribu
911 rupiah 38 sen).

B. Belanja Daerah

Belanja daerah dari APBD murni tahun anggaran 2019 sebesar Rp.

1.256.010.736.834,00 (1 triliun 256 miliar 010 juta 736 ribu 834 rupiah) menjadi Rp.

1,445,852,551,490.97 (1 triliun 445 miliar 852 juta 551 ribu 490 rupiah 97 sen) atau

bertambah sebesar Rp. 189,841,814,656.97 (189 miliar 841 juta 814 ribu 656 rupiah 97

sen), perubahan asumsi belanja daerah, sebagai berikut :

1. Pada rancangan PPAS yang disampaikan oleh pihak eksekutif belanja tidak
langsung berjumlah Rp. 641,818,037,193.96 (641 miliar 818 juta 037 ribu 193 rupiah
96 sen) hasil pembahasan bersama badan anggaran disepakati adanya pergeseran
sebesar Rp. 3,000,000,000,- ( 3 miliar rupiah) ke belanja langsung di alokasikan
untuk kegiatan di beberapa perangkat daerah yang bersifat urgent.

Dengan demikian maka jumlah belanja tidak langsung pada perubahan APBD
tahun anggaran 2019 berjumlah Rp. 638,818,037,193.96,- (638 miliar 818 juta 37
ribu 193 rupiah 96 sen) atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 33,385,197,115.96,-
(33 miliar 385 juta 197 ribu 115 rupiah 96 sen) dari APBD murni tahun 2019 yang
berjumlah sebesar Rp. 605,432,840,078.00,- (605 miliar 432 juta 840 ribu 078 rupiah)

2. Belanja langsung pada perubahan APBD tahun 2019 disepakati sebesar Rp.
807,034,514,297.01,- (807 miliar 034 juta 514 ribu 297 rupiah 1 sen) bertambah
sebesar Rp. 156,456,617,541,01,- (156 miliar 456 juta 617 ribu 541 rupiah 01 sen) dari
APBD murni tahun 2019 yang berjumlah Rp. 650,577,896,756.00,- (650 miliar 577
juta 896 ribu 756 rupiah).



C. Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari atas beberapa asumsi berikut :

1. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD murni berjumlah sebesar Rp.
50,300,007,749.00,- (50 miliar 300 juta 007 ribu 749 rupiah) menjadi Rp.
213,942,902,739.59,- (213 miliar 942 juta 902 ribu 739 rupiah 59 sen) atau bertambah
sebesar Rp. 163,642,894,990.59,- (163 miliar 642 juta 894 ribu 990
rupiah 59 sen), disebabkan penyesuaian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran
daerah pada tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh badan pemeriksa
keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018.

2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.000.000.000,- (2 miliar rupiah) untuk
penyertaan modal pada pd. Bpr bintan.

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati,

Untuk tahun berikutnya agar menjadi perhatian kita bersama untuk tahapan
dan jadwal proses penyusunan APBD ini, hendaknya mempedomani peraturan
perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan menteri dalam
negeri nomor 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran
2019, KUA dan PPAS perubahan APBD ini disepakati pada minggu pertama bulan
agustus artinya penandatanganan nota kesepakatan ini sudah sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Mengingat tageline waktu dalam pelaksanaan perubahan apbd ini sangat
singkat, kami kembali mengingatkan agar kegiatan fisik yang telah dianggarkan pada
perubahan APBD ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,

Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati

Kami segenap pimpinan dan anggota badan anggaran, mengucapkan terima
kasih kepada segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan, seluruh OPD dilingkungan
pemerintah kabupaten bintan serta tapd kabupaten bintan atas kerjasamanya sehingga
pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2019 ini

berjalan lancar.

Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan, mohon maaf
apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan
terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya marilah kita bersama memanjatkan do’a
semoga allah swt rupiahantiasa selalu memberi petunjuk menuju jalan yang diridhoi-
nya, serta selalu memberikan kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas-
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wabillahitaufik walhidayah

wassalamualaikum wr, Wb.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, didampingi oleh Kepala
Bapelitbang dan BKAD Kabupaten Bintan disilahkan untuk mengambil tempat.
Dilanjutkan dengan penandatangan nota kesepakatan persetujuan bersama KUA
dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, penyerahan nota kesepakatan

dan persetujuan pengesahan dua ranperda dari pimpinan DPRD kepada Bupati
Bintan.

Penyampaian pendapat akhir Kepala Daerah terhadap KUA dan PPAS Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2019.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintan :

ASSALAMU’ ALAIKUM WR. WB.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah

kabupaten bintan;

Yth. Sdr. Rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten bintan;
Yth. Sdr. Sekretaris daerah kabupaten bintan;

Yth. Sdr.  Kepala perangkat daerah dan pimpinan unit kerja di lingkungan

pemerintah daerah kabupaten bintan, serta para undangan dan hadirin
yang berbahagia;

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur

kehadirat allah swt. Tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan
hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang
paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda :

1.
&

Persetujuan atas ranperda tentang RTRW Kabupaten Bintan tahun 2019-2039
Pengesahan ranperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang
pemilihan kepala desa

Penandatanganan kesepakatan perubahan kebijakan umum dan perubahan

PPAS APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2019.

Saudara pimpinan dan segenap anggota dprd serta hadirin yang saya hormati.



Perubahan perda RTRW Kabupaten Bintan merupakan pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait
kewenangan Kabupaten dan penyelarasan dengan berbagai program strategis
nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019, serta dalam rangka melakukan
pembinaan penataan ruang di daerah yaitu untuk meningkatkan kualitas,
efektifitas, peran masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Proses perubahan perda RTRW ini telah menempuh proses yang cukup
panjang, dengan berkoordinasi dengan pihak terkait baik memperoleh persetujuan
subtansi dari Pemerintah Pusat, sinkronisasi dengan RTRW Provinsi serta
pembahasan bersama panitia khusus DPRD.

Tentunya pembahasan ini banyak materi muatan yang diharapkan dapat
menjawab persoalan-persoalan pelaksanaan tata ruang di kabupaten bintan selama
ini, baik dari struktur ruang maupun pemanfaatan pola ruang, serta pertumbuhan
perekonomian masyarakat bintan.

Persetujuan bersama ini merupakan tahapan awal, masih ada tahapan
evaluasi dari gubernur yang harus kita lalui sebelum kita mengesahkan ranperda
ini nantinya.

Diharapkan dengan disahkannya ranperda ini akan menjadi pedoman
dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten bintan 20

tahun ke depan.
Hadirin yang saya hormati

Ranperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2015 tentang tata cara
pemilihan kepala desa dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan
peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas
peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala
desa.

didalam ranperda ini tetap mengakomodir muatan-muatan lokal yang
diharapkan dapat menjawab persoalan pelaksanaan pemilihan kepala desa di
kabupaten bintan diantaranya calon kepala desaberasal dari luar penduduk
setempat dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat Semoga dengan
terbitnya peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa ini pelaksanaan dan
pengaplikasian pemilihan kepala desa di kabupaten bintan dapat berjalan dengan
maksimal.didalam pelaksanaan dan pengaplikasian di tengah masyarakat
kabupaten bintan, permasalahan pemilihan kepala desa bisa terselesaikan degan

terbitnya perda pilkades ini.
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Saudara ketun, wakil ketun dan segenap anggota dprd serta hadirin yang saya

hormati.

Perubahan kebijakan umum dan perubahan PPAS APBD T.A 2019, faktor
utama yang melatar belakangi penyusunan perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara (perubahan PPAS) APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran
2019 adalah dinamika perkembangan pelaksanaan APBD, penyesuaian terhadap
pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah maupun program dan kegiatan baru

dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah.

Proses penyusunan dan pembahasan perubahan kebijakan umum APBD
dan perubahan prioritas anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Bintan
tahun anggaran 2019, telah dapat dilakukan melalui persamaan persepsi dan
pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan, yang akan segera
diaplikasikan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bintan pada
perubahan tahun anggaran 2019, Kesepakatan yang akan segera kita laksanakan
ini penting dalam tahapan penganggaran, sebagai acuan penyusunan rencana
kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKPA- SKPD) dan

dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) serta rancangan
perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Hadirin yang berbahagia

kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada pihak-pihak yang turut serta dalam pembahasan peraturan ranperda dan
telah bekerja keras dalam pembahasan untuk perubahan kebijakan umum APBD
serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun

anggaran 2019, sehingga pada akhirnya dapat disepakati dan dituangkan dalam
nota kesepakatan yang akan ditandatangani bersama.

Demikian disampaikan, semoga allah swt tuhan yang maha esa selalu
memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas

pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di
kabupaten bintan.
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Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya menyampaikan dua bait pantun :

Banyak mengan diwaktu luang
limu dikajt dasarnya al qur'an
Har it persetujuan pilkades dan tata ruang

Memadi bintan bermartabat kedepan

lkan tengirt dimasak kari

Diludang pule buat sarapan

Nota kesepakatan segera ditandatangani
Pembangunan bintan kita lanjukan

Terimakasih atas perhatiannya, akhir kata billahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaitkum wr. Wbh.

Protokol:
Penutupan rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan Rapat Paripurna.

H. Nesar Ahmad, S.IP/ Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan
pendapat akhir Kepala Daerah terhadap kebijakan umum anggaran dan prioritas
plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2019.

Demikian rangkaian acara pada hari ini yang telah kita ikuti bersama, maka
pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para
hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan megucapkan
alhamdulillahirabbil’alamin rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan ini
resmi saya nyatakan ditutup.........ccoeeueeee.

Palu diketok 3 (tiga) kali ...........cc.ceuc..e.

Sebelum saya tutup izinkan saya sampaikan sebait pantun sebagai berikut :

Membeli kuwini ditanjung uma

Tak lupa membeli sibuah papaya

Selesailah pula paripurna kita

Maafkan bila tersilaf penuturannya

Wabillahi  taufig = walhidayah  wassalamu’alaikum  warahmatullahi
wabarakatuh.

Protokol :

Demikian rapat Paripurnapada hari ini, kami mengucapkan terima
kasih.Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 11.30 wib.
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DAFTAR HADIR EKSEKUTIF

RAPAT PARIPURNA
HARI . Rabu
TANGGAL : 31 Juli2019
WAKTU 11-20 % \1,30 W,
ACARA . Persetujuan Bersama Atas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
BintanTentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2019-2039.
IIl. Pengesahan Ranperda Kabupaten Bintan Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun ini 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
Il Penandatanganan Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
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